BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.625, 2013 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  UMUM.
kampanye. Pemilihan Umum. Pengawasan. Tata
Cara.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengawasan pemilihan umum dilakukan
dalam rangka ~mewujudkan terselenggaranya
pemilihan umum secara demokratis, langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas,
serta dilaksanakannya peraturan perundang-
undangan mengenai pemilihan umum secara
menyeluruh;

b. bahwa dalam rangka menegakkan integritas
penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan
akuntabilitas  hasil pemilihan umum  dan
melakukan pendidikan politik masyarakat yang
dilakukan secara bertanggung jawab;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang,
dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum
sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal
120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
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Mengingat

Menetapkan:

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka
perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum;

d. bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD sudah tidak sesuai dengan
perkembangan saat ini;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengawasan
Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 No. 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1080);

4. Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih
gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi,
adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di
provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU
Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu
di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi
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penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu
Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat
Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh
Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu
Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kecamatan atau nama lain.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh
Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar
negeri.

Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji,
memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya
mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu
integritas proses dan hasil Pemilu.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perseorangan
untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu dengan ataupun
tanpa alat peraga untuk meyakinkan para Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Pengawasan Kampanye adalah kegiatan pengamatan, pengkajian,
pemeriksaan, dan penilaian atas seluruh proses pelaksanaan
kampanye.

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda dan atau bentuk lain yang
memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya, yang dipasang
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dan atau digunakan untuk keperluan Kampanye Pemilu yang
bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan atau
calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu.

22. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat
visi misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar
untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak
orang memilih Peserta Pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, dan
DPRD tertentu.

23. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota
DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu,
orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

24. Petugas Kampanye Pemilu terdiri atas seluruh petugas yang
memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Pasal 2

Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan Kampanye
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
berpedoman kepada asas:

a. mandiri;

jujur;

adil;

kepastian hukum;
tertib;

kepentingan umum;
keterbukaan;
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proporsionalitas;

profesionalitas;
akuntabilitas;

N s

k. efisiensi; dan
I. efektivitas.
Pasal 3

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Dbertujuan untuk
memastikan:

a. integritas penyelenggaraan kampanye sehingga berlangsung secara
aman, tertib, damai, berkualitas, dan menjunjung tinggi etika
berdemokrasi;
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